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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Gubernur
Jawa Timur No 568 Tahun 2019 Tentang Umk Jatim Tahun 2020 Terhadap Sistem
Pengupahan Di Ud Mega Grosir Di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo” adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1.
Bagaimana sistem pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir di Desa Wunut
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo? 2. Bagaimana analisis hukum islam dan
peraturan gubernur jawa timur no. 568 tahun 2019 terhadap sistem pengupahan
yang ada di UD. Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo?

Data penelitian yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawanacara
yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola
pikir dedukatif, yaitu pemikiran yang didasari pada teori hukum islam dan
Peraturan Gubernur Jawa Timur No 568 Tahun 2019 Tentang Umk Jatim Tahun
2020 yang akhirnya dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek sistem
pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Dalam hal segi
formil, sistem upah di UD Mega Grosir dalam pendapat jumhur ulama’ sudah
sesuai dari segi Agid (orang yang berakad), Sighat akad, Ujrah (Upah), serta
Manfaat, artinya sistem pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir sudah sesuai
dengan aturan yang ada dalam sistem pengupahan dalam islam. Kedua, Sistem
pengupahan dalam UD Mega Grosir terdapat beberapa jenis upah, tergantung jenis
pekerjaannya, sehingga para pekerja yang diupah Rp75.000-Rp200.000 bahwa
telah memenuhi persyaratan dari UMK Sidoarjo sebesar RP 4.193.581,85,
sehingga pemilik UD Mega Grosir sudah melaksanakan sistem pengupahaan yang
sesuai dengan peraturan gubernur jawa timur, disisi lain justru paling pokok
terdapat pada kerelaan dan penjelasan pembagian hak dan kewajiban masing-
masing pihak, yakni pengusaha dan buruh UD Mega Grosir, sehingga pengupahan
di UD Mega Grosir yang berada di bawah nominal UMK Sidoarjo, masih terlihat
layak dan proporsional, sebab penghitungan upah menggunakan satuan waktu dan
jenis pekerjaan.

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan maka seharusnya pelaku
usaha Pengusaha atau pemilik industri UD. Mega Grosir hendaknya membuat
kontrak perjanjian yang jelas dan tertulis antara pihak pemilik dengan karyawan
sebelum memulai pekerjaan. Dalam membina hubungan antara pengusaha dan
karyawan diharapkan kedua belah pihak memperhatikan aspek syariat dan
maslahat, termasuk dalam hal memberikan upah sesuai dengan standar upah
minimun yang telah ditetapkan, disamping itu antara para pihak juga saling
menjaga dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan
antara pengusaha dan karyawan sebaiknya diperhatikan, bukan hanya sebatas
atasan dan bawahan saja akan tetapi diperhatikan berdasarkan adanya kesadaran
saling membutuhkan jasa dan tenaga karyawan demi kelangsungan produksi dan
sebaliknya karyawan membutuhkan keberadaan industri sebagai lapangan kerja
demi pemenuhan kebutuhan hidup.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah adalah hak pekerja yang didapat setelah melakukan
pekerjaan, upah tertuang di dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada
satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan di pihak lain.
Hal demikian guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak
pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam
literatur figh yang disebut dengan akad 7jdrah al-af al yaitu sewa menyewa
tenaga manusia.'

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaam, yaitu mampu
memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara
wajar.? Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam
perlindungan pekerja atau buruh. Motivasi utama seorang pekerja atau
buruh bekerja di perusahaan adalah mendapatkan Ujrah (upah). Upah
merupakan hak bagi pekerja atau buruh yang bersifat sensitif. Karenanya,

tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.?

! Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam. ( jakarta: Dana Bakti Waqaf, 2008) Jilid 2. H. 350.

2 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hal 115
3 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2009), hal 129



Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti sekali bagi
kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari,
karena dengan penerimaan upah seseorang dapat mewujudkan impian cita-
citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang
layak bagi kemanusiaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang
sangat mempengaruhi penerimaan upah.* Upah menyangkut pendapatan
tenaga kerja yang dibawa pulang kerumah (zake homepay) yang merupakan
balas jasa langsung atas pemakaian tenaga kerja dan pikiran dalam suatu
proses produksi, baik produksi barang maupun produksi jasa.’

Pada masa ini salah satu persoalan yang cukup pelik ditemui di
berbagai negara khusunya Indonesia adalah permasalahan upah dimana
upah sendiri memiliki peranan penting sebagai pendapatan utama yang
penting untuk seseorang, upah pada setiap negara memilki perbedaan yang
disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan dari sebuah negara. Dengan hal
ini perlu kiranya dilakukan kajian pada upah karena hal ini didasari pada
kehidupan buruh yang bergantung pada upah dan hal ini pula yang
menjelaskan bagaimana kehidupan buruh itu berjalan karena upah yang
dibayarkan di negara Indonesia termasuk upah rendah. Permasalahan
berkenaan dengan upah sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang

dirasa serius dikarenakan masih banyak pihak yang merasa dirugikan

4 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Y ustisia, 2008),
hal 73

5 Sendjun H. Manulanf, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2001), hal 131



dengan rendahnya upah yang diterima tidak sebanding dengan waktu kerja
yang dirasa berat.

Seperti hadits riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda :
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Artinya "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda;

»seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan

pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang

diluar kemampuannya.”®

Adanya pungupahan terjadi saat buruh atau tenaga kerja
memberikan tenaganya atau jasanya untuk bekerja pada suatu perusahaan
yang mana memberikan pemilik usaha tanggung jawab untuk
membayarkan upah dari kinerja yang telah dilakukan serta dengan jalan
memberikan imbalan atau pembayaran upah.’

Bila pekerja atau buruh merupakan salah satu faktor penting dalam
proses produksi dan memiliki pengaruh pada peningkatan produktivitas
sebuah perusahaan, maka sudah selayaknya pekerja atau buruh
mendapatkan imbalan berupa upah yang pantas sesuai dengan sumbangsih

atau jerih payahnya pada perusahaan.® Masalah upah dari sisi pekerja

berawal dari adanya keinginan untuk mendapatkan upah yang tinggi,

& Abd ibn Hamid ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissiy, Musnad Abd ibn Hamid, (Maktabah al-
Sunnah, Qahirah, 1408 H/1988), h. 418

7 Siti machfiroh, Sistem Upah Buruh PT. Pisma Putra Kecamatan Pait Kabupaten Pekalongan Jawa
Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum & Bisnis, Fakultas Agama Islam, (Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hal 3

8 Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketenagakerjaan, (Medan: USU Press, 2011), hal 124



sedangkan produktivitas masih rendah karena tingkat pendidikan dan
keterampilan yang kurang memadai.’

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa upah setiap orang harus
ditentukan berdasarkan kerja dan sumbangsihnya sebagaimana firman

Allah dalam surah Ali Imran (3) ayat 161:

s gh T oy
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Artinya : Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan

harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan

rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang
membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri
akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.!”

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan kelurganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Keputusan Gubernur Jatim
No 568 Tahun 2019 tentang UMK Jatim tahun 2020). Maka ini sebagai

bukti bahwa upah merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam

perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

® Widodo Suryandono, Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014),

hal97

%Depag RI, Al-Que'an dan Terjemahan,( Semarang, CV. Toha Putra), hal.232



Upah diatur sesungguhnya hanya bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada para pekerja atas hubungan kerja yang tidak
seimbang, buruh atau pekerja menjadi subordinat dari pengusaha. Untuk
mensejajarkan kedudukan buruh atau pekerja di hadapan pengusaha, maka
pemerintah Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jatim No 568
Tahun 2019 tentang UMK Jatim tahun 2020, ini bertujuan untuk
melindungi pekerja dari perlakuan pengusaha yang semena-mena dalam
membayar upah dan melakukan eksploitasi kepada pekerja atau buruh.!!
Sistem pengupahan di satu pihak harus mencerminkan keadilan dengan
memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa kerja dan
mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.'?

Buruh atau pekerja mendapatkan upah yang sangat wajar karena
dihasilkan dari hasil penetapan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan
buruh atau pekerja. Pengusaha memiliki cara yang lebih efisien dengan cara
melakukan perampingan buruh atau bekerja jika buruh menuntut nilai
terlalu tinggi. Buruh juga harus melihat kondisi saat ini, jangan sampai
upah membebani perusahaan apalagi pada saat ini musim pandemi covid-
19. Jadi hitungan upah merupakan hasil perhitungan yang
mempertimbangkan semua aspek terutama kemampuan perusahaan dalam

membayarnya.'> Besarnya upah haruslah layak dan tidak boleh di bawah

11 Dafig Syahal Manshur, Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Perburuhan di Indonesia, melalui
http://lenteraburuh.blogspot.co.id/2008/12/tinjauan-hukum-terhadap-sistem.html, diakses tanggal
10 September 2020

2 payaman J. Simanjuntak, Reformasi Sistem Pengupahan Nasional.

13 http://medanbisnisdaily.com, diakses tanggal 10 September 2020



http://lenteraburuh.blogspot.co.id/2008/12/tinjauan-hukum-terhadap-sistem.html
http://medanbisnisdaily.com/

besarnya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah perwilayah.
Pada prinsipnya, upah dibayar sebagaimana imbalan dari prestasi kerja dari
pihak pekerja.'4

Sidoarjo adalah salah satu kota yang sangat banyak perusahan
diantaranya yaitu perusahaan kecil menengah yang menjadi objek
penelitian adalah UD Mega Grosir. UD Mega Grosir tersebut merupakan
salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan tas wanita. UD.
Mega Grosir dalam perjalananya di dunia konveksi tas perempuan
mendapatkan persaingan yang tinggi dengan banyak munculnya
perusahaan serupa yang memiliki strategi yang cukup bagus. Salah satu
strategi yang ada pada UD. Mega Grosir adalah pada SDM (Sumber Daya
Manusia), dengan mempekerjakan karyawan yang memiliki sof# skill yang
bagus dan memanfaatkan para perempuan yang memiliki kemampuan lebih
dalam menjahit serta mampu bekerja sesuai dengan apa yang di harapkan
oleh perusahaan tersebut selain itu pula model pemberian upah pada
perusahaan tersebut menggunakan sistem sesuai keahlian pada pekerja
serta dalam pemberian pengupahanya perusahaan tersebut memberikkan
setiap minggu kepada pekerja atau buruh, maka dari itu kami sebagai
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sistem upah
tenaga kerja yang ada di UD. Mega Grosir apakah perusahaan tersebut

telah melaksanakan kebijakan pemberian upah sesuai Keputusan Gubernur

14 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal
196



Jatim No 568 Tahun 2019 Tentang UMK Jatim Tahun 2020 dengan
membayarkan upah kepada karyawan menurut tinjauan hukum Islam. serta
mengedepankan aspek keadilan yang saling menguntungkan antara pihak
perusahaan dan tenaga kerja UD. Mega Grosir, yang merupakan jenis
pengerajin tas di daerah Wunut Sidoarjo dan menyerap tenaga kerja lokal
daerah Sidoarjo.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas yang diangkat dalam
penulisan ini adalah: “Analisis Hukum Islam dan Keputusan Gubernur
Jatim No 568 Tahun 2019 Tentang UMK Jatim Tahun 2020 Terhadap
Sistem Pengupahan Di UD Mega Grosir Di Desa Wunut Kecamatan
Porong Kabupaten Sidoarjo”

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, peneliti
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat
muncul dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu :

1. Sistem pengupahan pekerja di UD Mega Grosir di Desa Wunut

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
2. Pemberian upah yang beragam nominalnya masing masing pekerja
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Perbedaan nominal upah

masing masing pekerja

4. Pemberian upah kepada pekerja mingguan



Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan pekerja yang ada di
UD Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, kiranya perlu peneliti

membatasi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini agar

penelitian ini lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya.

l. Sistem Pengupahan pekerja di UD Mega Grosir di Desa Wunut
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis Hukum Islam dan Keputusan Gubernur jawa timur no. 568
tahun 2019 terhadap Sistem pengupahan yang ada di UD. Mega
Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi dan

harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya rumusan

masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup

penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan.

Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana Sistem pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir di
Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?

Bagaimana analisis hukum islam dan peraturan gubernur jawa timur
no. 568 tahun 2019 terhadap Sistem pengupahan yang ada di UD.
Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten

Sidoarjo?



D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir
di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan peraturan gubernur
jawa timur no. 568 tahun 2019 terhadap sistem pengupahan yang
ada di UD. Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong

Kabupaten Sidoarjo.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan dari sebuah penelitian yang telah
dilakukan dahulu yang mana terdapat masalah yang berkaitan dengan
penelitian yang ditulis oleh peneliti agar tidak terdapat pengulangan
penjelasan atau plagiatrisme pada sebuah karya tulis.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan kajian yang
telah dillakukan dengan objek kajian sama yang memiliki beberapa judul,
yaitu:

1. Kartika alumni Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang, menulis dalam
bentuk skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap Di
PTPMN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan
Ilir, dalam skripsi ini membahas tentang pengupahan karyawan tidak
tetap, yang kemudian dianalis mengunakan Hukum Islam, dalam

penelitian ini menyebutkan bahwa pengupahan yang terjadi sering
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mengalami keterlambatan, namun hasil akhir dari penelitian sistem
pembayaran upah yang digunakan telah sesuai dengan hukum Islam
karena tidak menyalahi aturan akad, dan keterlambatan pengupahan
telah ditanggung oleh ketua mandor degan uang pribadi, hal ini berbeda
dengan objek yang kami teliti di UD. Mega Grosir karya kartika lebih
menitik beratkan pada poin ketidak pastian upah yang diberikan
sedangkan pada penelitian ini lebih menganalisis kepada aspek jumlah
upah yang diberikan.

2. Skripsi oleh Fahmi Vidi Alamsyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan
Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas
tentang sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Jumlah
tenaga kerja pada PT Royal Korindah sebanyak 748 orang dengan
besaran upah Rp. 52.500,-/hari. Upah yang diterima oleh tenaga kerja
dalam waktu kerja 21 hari Rp. 1.102.500,-/ bulan melebihi ambang
batas ketetapan upah minimum provinsi Jawa Tengah. Menurut
peneliti, akad 7jdrah yang diterapkan sudah sesuai dengan upah
minimum kabupaten dan diperbolehkan menurut hukum Islam.!'>karya
fahmi lebih menitik beratkan kepada model upah borongan yang
diberikkan kepada karyawan/buruh sedangkan pada penelitian kami

tidak seperti yang dilakukan oleh karya fahmi.

15 Fahmi Vidi Alamsyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT
Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, (Skripsi-1AIN Purwokerto,
2015)
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3. Ahmad Fathur Rizqi, Muamalah 2013, yang menuliskan penelitiannya
dengan judul, “Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza
Wayang kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif
Hukum Islam” dalam kajian penelitian ini membahas pengupahan
dengan menggunakan sistem pocokan yaitu bila mendesak maka
sebagian kecil dari upah akan ditangguhkan untuk menutupi biaya
produksi selanjutnya. Penelitian lapangan dengan perbedaan gaji yang
diperoleh para buruh didasarkan pada penilaian kinerja/prestasi kerja
yang diukur berdasarkan kwalitas yang dicapai.'%sedangkan karya rizqi
disini fokus pada kinerja dan kwalitas hasil kerja untuk mengukur
jumlah upah yang didapatkan hampir mirip karena sama sama
penelitian lapangan namun ada sedikit perbedaan dengan penelitian
kami yakni objek kajian yang akan kami teliti.

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan
penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul
“Analisis Hukum Islam dan Keputusan Gubernur Jawa Timur no. 568
tahun 2019 terhadap Sistem pengupahan di UD. Mega Grosir di Desa
Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo” ini lebih
memfokuskan pada upah pekerja yang ada di UD. Mega Grosir di Desa

Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo kemudian penulis

16 Ahmad Fathur Rizqi, “Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza Desa Jajar Wayang
Kecamatan bujong kabupaten Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi-UIN Sunan
Kalijogo, 2013).
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meninjau dari metode Upah dalam hukum islam serta kesesuaian

dengan peraturan gubernur no 568 tahun 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan Teoritis

a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang sistem
pengupahan yang sesuai hukum syariah.

b. Sebagai sumber masukan yang positif serta menambah khasanah
bacaan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti Memberi manfaat bagi penulis secara teori dan
aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan.

b. Bagi masyarakat Membantu memberikan tambahan dan masukan
bagi warga Desa Wunut agar dapat terus berkembang lebih baik
sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi untuk peneliti selanjutnya dengan harapan agar mendapat
hasil yang lebih baik.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional yaitu untuk memuat tentang pengertian yang
bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian.!” Penelitian ini

berjudul “Analisis hukum islam dan peraturan gubernur jawa timur no. 568

17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 9.
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tahun 2019 terhadap Sistem pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir di

Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo”. Untuk memudahkan

pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan

secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul

skripsi.

1.

Hukum Islam

Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang
bersumber dari Al-quran. asSunnah dan ijtihad para ulama’.'® Hukum
Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang Ujrah (upah).
Pergub Jawa Timur no. 568 tahun 2019

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Jawa Timur yang
mengatur serta mengikat dan hanya berlakukan didaerah jawa timur
saja, pada penelitian ini lebih difokuskan pada Pergub Jawa Timur no.
568 tahun 2019 tentang aturan besaran jumlah UMK di Jawa Timur
yang dikeluarkan oleh Gubenur.
Sistem Pengupahan Pekerja

Unsur yang ada kaitanya dengan cara pemberian imbalan kerja
kepada para pekerja, dalam hal ini difokusakan pada Sistem

pengupahan yang digunakan perusahaan di UD. Mega Grosir.

18 Anwar Harjono, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam (Jakarta: Gema Insani Press,

1995), 83.
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H. Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian in menggunakan penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara yang
intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga,
atau gejala tertentu.!” Penulis melakukan penelitian ini berada di UD
Mega grosir tentang sistem pengupahan pekerja yang dianalisis

menurut konsep Ujrah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif data tidak diperoleh
dari data statistik maupun hitungan lainnya.?° Penelitian ini dilakukan
secara intensif dan terperinci terhadap Mekanisme Pengupahan
karyawan yang ada di UD Mega Grosir. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif;,
yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah
manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran
kompleks, meneliti pandangan responden, dan melakukan studi pada

situasi yang alami.?!

19 Juliansyah Nor, Metodologi Penelitian ( Jakarta: Kencana, 2011), 34
20 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2013), 3
2L Creswell, J. W, Qualitatif Inquiry and Research Design, (California: Sage Publications, 1998),

him 82.
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Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati.?> Menurut Maleong, alat yang digunakan dalam
pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri
dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu
dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang dapat digunakan
dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, dll, serta mengacu

pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.??

. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap pekerja di UD. Mega Grosir,
yang berlokasi di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
Ada 50 karyawan yang ada di perusahaan ini. Objek penelitian adalah

data hasil wawancara yang diperoleh dari pekerja dan pemilik.

. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah hal-hal yang
berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian sesuai
dengan rumusan masalah di atas. Data yang dikumpulkan dalam
penelitian meliputi:

a. Data tentang sistem upah yang dilakukan perusahaan UD. Mega

Grosir kepada para karyawan dan pekerja.

22 exy J. Maleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2004),

him. 5.

23 1bid, him. 10.
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b. Data tentang analisis peraturan gubernur Jawa Timur no. 568 tahun
2019 tentang aturan UMK Jawa Timur tahun 2020 di perusahaan
UD. Mega Grosir kepada para karyawan atau pekerja.

c. Data tentang analisis hukum Islam terhadap sistem pengupahan di
perusahaan UD. Mega Grosir kepada karyawan atau pekerja.

5. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi
menjadi Sumber data primer dan Sumber data sekunder

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah pengumpulan data secara
langsung untuk mendapatkan jawaban dan dari permasalahan dan
tujuan penelitian. >* Sumber primer dalam penelitian ini di peroleh
melalui wawancara langsung dengan pekerja,dan pemilik usaha,
dengan pemilik usaha UD Mega Grosir dan juga para Karyawan
yang bekerja disana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
oleh penulis.
b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang telah
dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasi sehingga
peneliti dapat menyalin data tersebut demi kepentingan

penelitian.”> Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari

24 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma kuantitatif,(Jakarta: grasindo, 2015), 168
25 Zainal Mustafa, Mengurai variable Hingga Instrumenstasi, (Graha IImu, Yogyakarta, 2013), 92
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buku-buku Figh Muamalah, buku bacaan, kitab,jurnal, artikel dan

website yang membahas tentang kinerja karyawan dan analisisnya

menurut konsep Ujrah

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wahbah Zuhaili, Figh Al Islam Wa Adillatuh, Damaskus, Dar
al Filer, cet 4, jilid 5, 1997

Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta, PT. Raja Granfindo
Persada, 2002

Helmi Karim, Figh Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
1997

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini,
Kitayatul Akhyar, penerjemah;,Syarifuddin Anwar, Misbah
Musthafa, Terjemah Kitayatul Akhyar, Surabaya, CV. Bina
Iman, cet.6, 2003

Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid, penerjemah, M.A
Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatul
Mujtahid, Semarang, Asy - Syifa', 1990

Abdul wahab khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam, Jakarta;
rajawali, 1993

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Penerjemah; Kamaluddin A.
Marzuki, Fikih sunnah 13, Bandung: Al Ma'arif,, 1987

Haroen nasrun, Figih Muamalah, Jakarta; Gaya Media Pratama,
2007

Dan buku buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
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6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:
a. Interview/wawancara.

Intterview atau wawancara Adalah dialog yang dilakukan
tak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh
pewancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara.’Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden
yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face)
maupun dengan menggunakan telepon.?’

Wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan
pihak pemilik usaha dan para karyawan yang ada di UD. Mega
Grosir yang berlokasi di Desa Wunut Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan langsung dengan pembahasan
penelitian.

b. Dokumentasi.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 127.
27 prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 194
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Dokumentasi adalah teknik pengambilan gambar atau
dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan
sejumlah besar fakta.?® peneliti mengambil gambar tentang objek
penelitian, dokumen-dokumen visual guna menguatkan data dalam
penelitian karya ilmiah ini.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh
data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-
rumus tertentu.>Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan organizing,
editing, dan analizing.

a. Organizing
Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan
sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara
jelas tentang mekanisme pembayaran upah karyawan di UD. Mega
Grosir
b. Editing
Editing adalah peninjauan kembali atau pengecekan data
yang dikumpulkan.3° Adapun teknik pengolahan data editing dalam

penelitian ini yaitu dengan cara memeriksa kembali secara cermat

28/, Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, (Pustaka baru, Yogyakarta, 2013) him 33

2 M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 89.

30 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
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serta akurat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna,
kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data
mekanisme pembayaran upah karyawan di UD. Mega Grosir.
c. Analizing

Analizing adalah tahap selanjutnya terhadap klasifikasi
data, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan
mekanisme pembayaran upah karyawan di UD. Mega Grosir.

8. Teknik Analisis data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan
menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode ini hasil
penelitian dikumpulkan dan disusun, kemudian dibahas dan dianalisis
berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dan
memadukan praktik-praktik yang dilakukan dengan konsep dan
prinsip-prinsip yang berlaku.

Penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan untuk membuat
gambaran fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Penelitian ini penulis akan
menggambarkan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Keputusan
Gubernur Jatim No 568 Tahun 2019 Tentang UMK Jatim Tahun 2020
Terhadap Sistem Pengupahan UD Mega Grosir di Desa Wunut
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan

menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif,
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penulis menjelaskan dan menggambarkan data-data hasil penelitian
dengan di awali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang upah
sesuai dengan aturan-aturan dan penerapannya, kemudian
mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian
tentang penerapan upah pada karyawan di UD Mega Grosir di Desa
Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari
Hukum Islam dan Keputusan Gubernur Jatim no 568 Tahun 2019
Tentang UMK Jatim Tahun 2020 yang kemudian di analisis
menggunakan teori-teori di atas sehingga mendapatkan gambaran yang

jelas mengenai permasalahan tersebut

Sistematika Pembahasan.

Dalam hal kemudahaan bagi para pembaca dalam memahami isi
dari pembahasan skripsi ini, maka dari itu sistematika yang digunakan
dalam pembahasan ini akan dibagi dalam empat bab, sebagaimana berikut
bawah ini.

Bab Pertama adalah bab pengantar yang akan menggambarkan
skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang membahas tentang sistem
upah dalam hukum islam dan Keputusan Gubernur Jatim no 568 Tahun

2019 Tentang UMK Jatim Tahun 2020.
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Bab Ketiga berisi pembahasan mengenai mekanisme pembayaran
upah pekerja atau buruh di UD. Mega Grosir. Dalam bab ini memuat
tentang gambaran umum kondisi tempat penelitian, sejarah berdirinya, dan
lain-lain seputar UD. Mega Grosir desa Wunut Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo.

Bab empat merupakan isi pokok dari penelitian skripsi ini yang
meliputi, tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap sistem
pengupahan yang ada di UD Mega Grosir dan peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 568 tahun 2019.

Bab Kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya.
Serta saran-saran atau masukan yang merupakan bentuk rekomendasi

penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BABII

KONSEP UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

JAWA TIMUR NOMOR NO 568 TAHUN 2019 TENTANG UMK JATIM

TAHUN 2020

A. Sistem Upah menurut Hukum Islam ( Ujrah)

1.

Pengertian Ujrah

Terdapat penyataan yang dipaparkan oleh Prof Benham mengenai
upah dimana upah memiliki arti uang yang dibayarkan kepada seseorang
yang telah bekerja atau telah memberikan jasanya atas dasar
perjanjian.3'Kata upah merupakan kata yang memiliki awal kata “A/-ajru”
yang berarti ganti dari upah atau imbalan, adanya upah termasuk dalam
salah satu unsur 7jdrah dimana terdapat tiga unsur dari fjdrahyaitu agidatau
orang yang memiiki tekad, ma’qud, alaih objek dari sebuah akad serta
adanya manfaat. Upah merupakan balasan dari pekerjaan yang telah
dilakukan seseorang atas jasanya.

ljdrah merupakan tukar menukar manfaat dan imbalan serta sifat
tertentu dimana terdapat kontrak yang telah disiapkan untuk melakukan
transaksi 7jdrah, dimana hal ini dipaparkan langsung oleh Imam Hambali,
Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

Selain itu jjarah juga memiliki penjelasan yaitu kontrak yang

dilakukan oleh pekerja atau penawar jasa dengan orang yang memberikan

31 Afzalur, Rahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 11, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1995),

hal. 361

23
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pekerjaan atau pengontrak dengan memberikan upah sebagai imbalan dari
jasa yang telah dikerjakan. /[jdrah merupakan transaksi terhadap jasa
tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan
tersebut berupa upah (A/-ujrah).>> Dalam islam upah biasanya dilakukan
dengan kesepakatan antara pekerja dan bos yang mana hal ini harus
didasarkan pada prinsip keadilan yang membuat kedua belah pihak tidak
merasa dirugikan. Hal ini guna untuk memberikan upah yang layak kepada
pekerja sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Pada dasarnya prinsip yang
digunakan dalam negosiasi upah adalah kesepakatan antara pekerja dan
majikannya agar keduanya sama-sama merasa adil dengan adanya upak
yang telah disetujui tersebut.
Dalam alquran surat An-Nahl ayat 90 menegaskan mengenai
bagaimana upah itu dilakukan :
Kially el 2 455 8 65 (s Ll JAdly 2 d 8y
Artinya : “Sesunggunnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan. Dia memberi

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(QS. An-Nahl:(90).33

Terdapat 2 macam golongan mengenai upah yaitu:

32 Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalat Konteksual, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 182
33 Depag R.1, Al-qur’an Dan Terjemahannya, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hal. 227
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a. Upah Sepadan (Ajrun Mitsli)

Adalah upah yang diberikan sesuai dengan jasa atau kinerja yang
telah dilakukan harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu
transaksi yang pada umumnya.3*

b. Upah yang Telah Disebutkan (Ajrun Musamma)

Upah ini adalah upah yang telah ditentukan di awal kontrak yang
mana terdapat kesamaan pendapat antara kedua belah pihak untuk
menerima kontrak tersebut.

2. Rukun Jjarah

Menurut Ulama’ Hanafiah, rukun jjdrah adalah ijab dan qobul antara

lain:dengan menggunakan kalimat A/-ijarah, Al-isti’jar,Al-ikhtira’, dan Al-
ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama’, rukun 7jdrah ada (4) empat, yaitu:
a. Aqid (orang yang berakad).
b. Sighat akad.
c. Ujrah (Upah).
d. Manfaat.*

3. Dasar Hukum Pengupahan

Dalam Al-Qur’an disebutkan dalam Surat At-Talaq: 6:

L3 A pkTs EAET AL ST a5l O

34 Nurul, Huda. Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 230
%Rachmat, Safei. Figh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2001), hal. 125
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Artinya:"Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu
maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (At-Thalaq:6)3¢

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad

SAW bersabda :

(arlo ool oly)) B2 Cad 3T 45 32 s2i s ysjlg_z
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R.
Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).*’

4. Konsep Pengupahan
Menyangkut penentuan upah kerja. Syari’at Islam tidak
memeberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur’an
maupun sunnah rosul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur’an yang ada

keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An- Nahl:

90,983

S5 K Lesd e e sl o sl owsyiy Ay e A by

0355 vﬁw (&Jm
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-

Nahl : 90)*°

oo Ol 1 B S 0T i3 6

Artinya: apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta
perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.*

%Depag R.LAI-Qur'an................... hal.159

37 1bnu, Hajar Al-Asgolani. Bulughul Maram, (Semarang:Toha Putra), hal 187
% 1bid hal 379

39 Al-Qura’an dan Terjemahannya (Jakarta:2002) hal 377

40 Depag R.LAI-Quran................... hal.180
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5. Makna Keadilan dalam Pengupahan
a. Dalam hal upah adil adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan
dimana adil memiliki arti sama dan seimbang baik untuk orang yang
dikontrak atau pemilik jasa yang bekerja serta untuk sang majikan yang
mempekerjakan. Keadilan dapat diciptakan agar kedua belah pihak
sama-sama menerima peranjian yang telah dibuat serta membuat
keduanya tidak merasa dirugikan dalam hal upah yang telah
ditentukan. Terdapat petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad
SAW mengenai upah dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Umar,
Rasulullah bersabda:
(e ool o) 352 Cad 31 48 5330 2% shas]
Artinya: “Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering,”
HR. Ibnu Majah Thabrani)*!

Upah dapat diberikan apabila kedua belah pihak benar-benar
menyadari tentang apa yang harus dipenuhi dengan upah yang diterima
yang mana untuk mendapatkan upah yang utuh maka wajib untuk
memenuhi kewajiban pekerjaanya sebagaimana perjanjian yang dibuat
hal ini harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui hak serta
kewajiban yang harus dilakukan keduanya.*?

b. Selain itu adil berarti bahwa setiap jasa atau pekerjaan yang dilakukan

oleh seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan pekerjaan

41 Ibnu, Hajar Al-Asgolani. Bulughul Maram, (Semarang:Toha Putra), hal 187
42 Yusuf Qardhawi, ,(Jakarta: Robbani Press,2000),hal 405
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yang telah dilakukan yang artinya terdapat keseimbangan antar
keduanya dan menegaskan bahwa tidak ada kerja yang sia-sia
sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-ahqaaf ayat 19 yang
berbunyi®:

o3all ¥ s cglest adel e & Eags 18
Artinya:” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi

mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka

tiada dirugikan”.*

6. Makna Layak dalam Pengupahan
a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus
mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang
merupakan kebutuhan dasar.*’
Vs s ks Y el £ vab o Y5 e 132 YT A0 )

V)

Artinya: “Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah akan
kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan
sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula
akan ditimpa panas matahari didalamnya.” (Thaha: 118-
119).4

Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik)

Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya

% Al-Qur’an dan terjemahannya hal 503

4 Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering,(Yogyakarta PPMI, 2000),hal 35-36
4 Depag RI, Al-Qur’an......hal.319
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non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak

takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy 3:

°/

43% i is &5 13

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk

b.

menghilangkan dan mengamankan mereka dari ketakutan”.
(Q.S. Al-Quraisy:3)*

Layak bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan

yang tersirat dalam surat AS-Syu’ara: 183

EVATE A o5V 3 1588 Y 4A kT S 3ea Y
Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan’.*®

Ayat diatas bemakna bahwa tidak boleh sekalipun untuk
mendapatkan sebuah keuntungan manusia merugikan orang yang
lainnya dan menghilangkan hak-hak mereka.

Al-Qur’an juga memerintahkan Al-Baqarah: 279

Ol ¥ 80531 2ty 1806 28 O dlytis ) e 1550 ki § 0

Z) )/3.{ ‘gj
Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya. (Al-Baqarah: 279)%

26 Al-Qur’an...

8 1bid hal 526
“9 1bid hal 59

...hal.916
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Ayat ini menegaskan bahwa dalam urusan upah seseorang
tidak boleh merugikan orang lain dengan cara mengurangi atau
mengambil hak dari orang lain yang mana seorang pemilik usaha
yang memakai jasa kerja harus memberikan upah sesuai dengan
perjanjian yang telah ditetapakan karena upah merupakan bagian
kebutuhan menyelamatkan kepentingannya.>°

Terdapat beberapa ketentuan dalam islam mengenai syarat-
syarat pengupahan, yaitu:

1) Kedua belah pihak merasa rela dengan akad yang telah
dilakukan

2) Harus memberikan kejelasan mengenai manfaat dari akad
tersebut agar tidak menimbulkan masalah dihari kemudian

3) Halal hukumnya bagi objek akad

4) Terdapat kejelasan pada akad agar bersifat halal

5) Memiliki nilai (Mutagawwin) baik dari segi ‘urfi maupun syar’i

6) Upah harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat

7) Kedua belah pihak tidak boleh ikrar akan kontarak yang telah
dibuat baik membeberkan kelemahan salah satu pihak atau

membayar upah dibawah upah yang telah disepakati!

S0Afzalur Rahman , Doktrin Ekonomi Islam, hal 291

SYusuF Qordhawi, Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam... ........hal 407
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B. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /013 /2019
1. Sejarah Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /013
/2019

Demi untuk terus berjalannya produksi dan tersediannya lapangan
pekerjaan, pemerintah menggunakan regulasi dalam pengupahan, hal
tersebut merupakan sebuah langkah penting untuk memperjelas nasib
buruh pada umumnya, dengan mengupayakan hubungan tri partid yakni
hubungan yang terjalin antar pengusaha, buruh, dan Negara.

Untuk menghitung upah buruh, pemerintah sudah menyampaikan
melalui UU no 13 tahun 2003, lalu diperjelas kembali dengan PP 78 tahun
2015. Maka muncullah upah minimum (UM), dimana dalam PP 78 tahun
2015 yakni melalui inflasi Negara plus pertumbuhan ekonomi
(pertumbuhan produk domestik bruto), secara garis besar kemungkinan
besar upah minimum tersebut akan mengalami peningkatan di setiap
tahunnya.

Setelah pemerintah pusat menetapkan upah minimum Nasional,
maka Pemerintah Provinsi akan turut mengeluarkan kebijakan terkait
pengupahan, di setiap bulan November, yang nantinya kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi terkait pengupahan tersebut
dianamakan upah minimum Provinsi (UMP). UMP nantinya akan menjadi
acuan bagi pengiupahan di setiap daerah masing-masing.

Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /01 terkait

pengupahan, yang akan berjalan pada tahun selanjutnya, yakni tahun 2020.



32

2. Isi keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 /568 /KPTS /013 /2019
a. Menentukan Upah minimum kabupaten/kota Jawa Timur
b. Bahwa UMK tersebut berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja
kurang dari satu tahun
c. Pengusaha yang membayar upah lebih tinggi dari UMK tersebut tidak
diperkenankan mengurangi atau menurunkan upah
d. Larangan bagi pengusaha dalam memberikan upah lebih rendah daripada
UMK
e. jika pengusaha tidak memenuhi syarat UMK maka akan dikenakan
sanksi
f. bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK, maka dapat
mengajukan penagguhan upah minimum, kepada Gubernur jawa Timur,
melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi jawa Timur.
Isi dari keputusan tersebut adalah menetapkan bahwa upah minimum

kabupaten (UMK) Sidoarjo sebesar 4.193.581,85.



BAB III
APLIKASI SISTEM PENGUPAHAN BURUH UD MEGA GROSIR DI DESA
WUNUT KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Wunut merupakan salah satu dari Desa yang terletak wilayah
administrasi kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo. Setelah Indonesia
merdeka, desa Wunut telah mengalami beberapa masa kepemimpinan,

yaitu:

No | Nama Kepala Desa

1 | Niti

2 Anwar

3 Suratman

4 | Purgiono

5 Imam Bustomi

6 | Suwignyo

7 | Pj. Wahyu Hidayat

8 | Puji darjo

Tabel 3.1
2. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

33
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Wilayah Desa Wunut terletak pada wilayah dataran rendah,

dengan luas 174,132 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai

berikut:

1) Sebelah Utara : Desa Kali Sampurno

2) Sebelah Timur : Desa Ketapang dan Desa Pamotan
3) Sebelah Selatan : Desa Pamotan

4) Sebelah Barat Desa Candipari dan Desa Pesawahan.

Pusat pemerintahan desa Panjunan terletak di dusun Wunut .

b. Aspek Demografi

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Wunut
Tahun 2020, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk
Desa Wunut selama satu tahun terakhir senantiasa mengalami
mobilitas berdasarkan Jumlah Penduduk Desa Wunut dapat
diuraikan sebagai berikut: Desa Wunut memiliki luas wilayah
174, 132 Ha, yang secara administratif pemerintahan terbagi
menjadi 3 Dusun, dengan jumlah penduduk 4310 Jiwa dan 1.410
KK.

1) Dusun Kesamben

Luas dusun Kesamben 66, 133 Ha.
Pengairan 2, 920 Ha.
Kuburan 0, 25 Ha.

Jalan Desa 2, 7 Ha.
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Sawah 35, 035 Ha.
Pekarangan 20, 335 Ha.

2) Dusun Wunut

Luas dusun Kesamben 107, 999 Ha.
Pengairan 2, 997 Ha.

Kuburan 0, 309 Ha.

Jalan Desa 3, 347 Ha.

Sawah 642, 35 Ha.

Pekarangan 28, 52 Ha.

Balai Desa Wunut 0, 05 Ha.

Letak / posisi desa dalam Kecamatan

Letak/posisi desa Wunut berada di wilayah utara Kecamatan
Porong dilihat dari arah timur — barat wilayah Kecamatan Porong,
dan di sisi selatan dilihat dari arah utara — selatan wilayah
Kecamatan Porong. Dan jarak desa Wunut dengan kantor
Kecamatan Porong sekitar 2 km.

Letak/posisi desa dalam Kabupaten

Letak/posisi desa Wunut Kecamatan Porong termasuk di
wilayah timur dilihat dari arah timur-barat wilayah kabupaten
Sidoarjo, dan di wilayah Selatan dilihat dari arah utara - selatan
wilayah kabupaten Sidoarjo. Jarak wilayah desa Wunut dengan

pusat pemerintahan kabupaten Sidoarjo sekitar 8 km.
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e. Wilayah Dusun, RW dan RT

1) Desa Wunut terdiri dari 3 dusun, 4 RW dan 25 RT dengan
rincian :

2) Dusun Wunut terdiri dari RW 01, RW 02 mencakup RT.01 —
RT.13.

3) Dusun Kesamben lor terdiri dari RW 03 dan RW 04 yang
mencakup RT.14-RT.17 , RT.20-RT.25.

4) Dusun Kesamben Kidul terdiri dari RW 03 mencakup RT.18
—RT.19.

3. Kondisi Geografis

Desa Wunut terdiri dari hamparan tanah darat dan sebagian tanah
sawah pertanian. Desa Wunut dilewati oleh aliran sungai di ujung
selatan dan timur desa yang digunakan untuk irigasi lahan persawahan
sekaligus untuk pembuangan air hujan dari semua penjuru desa.

Desa Wunut tergolong wilayah yang dekat dengan akses jalan
besar, yakni jalan propinsi Surabaya-Malang yang berada di sebelah
timur desa, dan melintas Jalan Kabupaten Sidoarjo yang berada di sisi
tengah desa. Desa Wunut tergolong desa di wilayah perkotaan, yang

posisinya masih sekitar 25 KM dari tepi laut.



a.

Data Jumlah Penduduk Tahun 2018 Berdasarkan Usia>2

Umur (tahun) Jumlah
0-2 135
3-5 250
6-12 565
13-17 506
18-59 3172
60 tahun keatas 405
Jumlah 5033
Tabel 3.2

b. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan | Jumlah
Tidak lulus SD 204
Lulus SD 1090
SLTP 878
SLTA 1360
D1-D3 48
Sarjana 95
Tabel 3.3

52 Secretariat Desa Wunut
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c. Data penduduk berdasarkan Agama>?

Agama Jumlah
Islam 4302
Kristen 3
Katolik 0
Hindu 5
Budha 0
Konghucu 0
Aliran kepercayaan kepada tuhan YME | 0

Tabel 3.4

d. Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian>*

Jenis pekerjaan Jumlah
Pegawai Negri 20
Pegawai Swasta 1204
Wirausaha 122
Petani 87
Pedagang 224
Guru 45
Pengrajin Tas 79
Buruh tani 216

53 Sekretariat Desa Wunut
54 Secretariat Desa Wunut
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TNI 6
POLRI 17
Tukang 268
Pensiunan 8
Nelayan -
Tabel 3.5

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Tingkat Pendapatan rata-rata penduduk desa Wunut lebih dari
Rp.2.000.000,- . Secara umum mata pencaharian warga masyarakat
desa dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,
jasa/perdagangan, industri rumahan, buruh pabrik, dll.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana
a. Data Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

1) Sarana Transportasi
Jalan utama adalah jalan Kabupaten yang sudah diaspal dan Jalan
Desa, yang hampir seluruhnya ( 95 % ) sudah dipaving.

2) Sarana Pendidikan
Masalah pendidikan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat
dan pemerintah desa. Di Desa Wunut terdapat sarana dan

prasarana pendidikan formal maupun non formal sebagai berikut:
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Data Jumlah Sekolah/Pra Sekolah Dan Sarana Pendidikan

Lainnya®
No | Sekolah dan sarana | Jumlah Keterangan
pendidikan lainnya
1 PAUD 2 Kondisi Baik
2 TK 3 Kondisi Baik
3 SD/MI 2 Kondisi Baik
4 TPQ/TPA 6 Kondisi Baik
Tabel 3.6

3) Olah Raga
Prasarana olahraga di Desa Wunut tergolong masih sangat
terbatas. Belum memiliki fasilitas olahraga, hanya sebidang
Lapangan Sepak Bola milik desa yang bisa dipergunakan untuk
umum, khususnya masyarakat desa Wunut.
Aktifitas olahraga yang sedang digalakkan adalah Senam
Kesehatan untuk ibu-ibu dan Senam untuk Manula.

4) Sarana Tempat Ibadah
Di Desa Wunut terdapat 2 masjid dan 25 musholla/langgar. Hal
ini terjadi dikarenakan disetiap wilayah RT, oleh warga dibangun
1 mushollah/langgar yang menjadi sentral kegiatan Ibadah dan

keagamaan disetiap lingkungan.

% Secretariat Desa Wunut
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5) Sarana dan Prasarana Lainnya

a) Sungai, Saluran Air dan Irigasi Pertanian

Desa Wunut terdapat sungai Avoer Kesamben yang
dipergunakan untuk pembuangan air utama dan pengairan
sawah (pertanian). Terdapat anak avoer Kesamben yang
juga mengaliri sawah dusun Kesamben dan dusun Wunut,
juga ada saluran pembuangan air dalam desa. Disamping itu
terdapat pula kali Kluntung yang menjadi aliran pengairan
sawah khususnya di wilayah desa Wunut sebelah timur.

6. Kondisi Kelembagaan

Desa Wunut terdapat beberapa Lembaga Desa yang secara garis
besar dibedakan menjadi dua jenis Kelembagaan, yaitu Lembaga
Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

a. Lembaga Pemerintahan Desa Wunut terdiri dari:

1) Pemerintah Desa, yang terdiri dari >°:

No | Nama Jabatan Pendidikan | KET

1 | Pyji Darjo Kepala Desa SLTA

2 | Iswahyudi, SH. Sekretaris desa Sarjana

3 | Mursidi Kasi Pemerintahan SLTA

4 Kaur perencanaan Meninggal
5 | Fatmatul uyun Kaur Keuangan SLTA

% Secretariat Desa Wunut
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6 | Sumarto Kaur kesra SLTA
7 | Misnati Kaur Tata Usaha SLTA
8 | Indah Permata Sari | Kaur pelayanan SLTA
9 | Moh. Hadi kasunWunut SLTA
10 | Moh. Khudori Kasun Kesamben lor SLTA
11 Kasusn Kesamben Meninggal
Kidul
12 | Yati irfaiyah, SE. Staf keungan Sarjana
Tabel 3.7
Nama-nama ketua RT dan RW di Desa Wanut>’
No | Nama Jabatan Pendidikan
1 | Pyjianto Ketua RT 01 | SLTA
2 | Gunadi Ketua RT 02 | SLTA
3 | Suparlam Ketua RT 03 | SLTA
4 | Marjono Ketua RT 04 | SLTA
5 | Deddy hariyono KetuaRT 05 | SLTA
6 | Sulton Hudi Ketua RT 06 | SLTA
7 | Joko Sutiyo Ketua RT 07 | SLTA
8 | M. Munir Ketua RT 08 | SLTA
9 | Didik Suharmanto KetuaRT 09 | SLTA
10 | Joko Wahin Ketua RT 10 | SLTA

57 Secretariat Desa Wunut




11 | Cholil KetuaRT 11 | SLTA
12 | Sukamto KetuaRT 12 | SLTA
13 | Prayitno KetuaRT 13 | SLTA
14 | Sutiono Ketua RT 14 | SLTA
15 | Marsaid Ketua RT 15 | SLTA
16 | Basirun KetuaRT 16 | SLTA
17 | Anton KetuaRT 17 | SLTA
18 | Moh. Yani Ketua RT 18 | SLTA
19 | Satubi KetuaRT 19 | SLTA
20 | Sunari Ketua RT 20 | SLTA
21 | Suwandi Ketua RT 21 | SLTA
22 | Sudirno Ketua RT 22 | SLTA
23 | Ali KetuaRT 23 | SLTA
24 | Martono Ketua RT 24 | SLTA
25 | Suwardi Ketua RT 25 | SLTA
26 | Sutrisno KetuaRWO01 | SLTA
27 | Haqul mubin KetuaRW 02 | SLTA
28 | Mudiyari KetuaRW 03 | SLTA
29 | Kusbandi KetuaRW 04 | SLTA

Tabel 3.8

43
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B. Sejarah Singkat Berdirinya UD Mega Grosir
Perusahaan UD Mega Grosir adalah sebuah perusahaan konveksi
yang bergerak dalam bidang industri kreatif tas wanita. Usaha ini
didirikan pada tanggal 26 Januari tahun 2000. Pemilik atau pendirinya
yaitu Bpk Rusmanto beserta istrinya yaitu Ibu Mani’ah. Pada awal
berdirinya ini Bpk Rusmanto hanya memiliki 7 orang karyawan yang
meliputi para sahabatnya yang belum mempunyai pekerjaan, usaha ini
bergerak serta berjalan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun
nasional. sebelum merintis usaha tas wanita dulunya bapak Rusmanto
bekerja menjadi penjahit rumahan atau menjadi karyawan dari produsen
tas, dengan berjalanya waktu Bapak Rusmanto mempunyai keinginan
untuk bisa memiliki produksi tas sendiri serta mendirikan usaha sendiri.®
Pada awal mula merintis usaha ini bapak Rusmanto mengelola dan
memproses pembuatan tas sendiri lalu di pasarkan sendiri dengan cara
berjualan keliling dari pasar satu ke pasar yang lainya, mereka Bpk
Rusmanto beserta istri memulai usaha bersama-sama mulai dari nol.
Seiring berjalannya waktu usaha yang dimiliki oleh suami istri tersebut
mulai berkembang dan mulai dikenal oleh banyak pedagang tas.
C. Struktur Organisasi UD Mega grosir
Adapun kepengurusan industri tahu ini adalah sebagai berikut>’ :

1. Pemilik modal : Bapak Rusmanto

%8 Rusmanto,Wawancara, sidoarjo, 5 Desember 2020
%9 Rusmanto,Wawancara, sidoarjo, 5 Desember 2020
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2. Kepala atau mandor industry ~ : Bapak Mahfud

3. Bendahara : Ibu Mani’ah

4. Karyawan
No Nama Karyawan Posisi Pekerjaan Upah harian
1 Mahfud Kepala Mandor Rp. 200.000,00
2 Faizin Mandor Rp. 200.000,00
3 Sulipah Penjahit Rp. 150.000,00
4 Eky Penjahit Rp. 150.000,00
5 Nanik Penjahit Rp. 150.000,00
6 Mita Penjahit Rp. 150.000,00
7 Samutri Penjahit Rp. 150.000,00
8 Senimah Penjahit Rp. 150.000,00
9 Nur Kayah Penjahit Rp. 150.000,00
10 | Nurul Penjahit Rp. 150.000,00
11 | Julaikah Penjahit Rp. 150.000,00
12 | Minah Penjahit Rp. 150.000,00
13 | Salimah Penjahit Rp. 150.000,00
14 | Sukinah Penjahit Rp. 150.000,00
15 | Maryati Penjahit Rp. 150.000,00
16 | Kumaidah Bawahan Rp. 90.000,00
17 | arofah Bawahan Rp. 90.000,00
18 | Narti Bawahan Rp. 90.000,00
19 | Anis Bawahan Rp. 90.000,00
20 | Anwar Bawahan
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21 | Rian Bawahan Rp. 90.000,00
22 | Zahra Bawahan Rp. 90.000,00
23 | Dini Bawahan Rp. 90.000,00
24 | Dila Bawahan Rp. 90.000,00
25 | Fina Bawahan Rp. 90.000,00
26 | Sunarti Bawahan Rp. 90.000,00
27 | Rini Bawahan Rp. 90.000,00
28 | Ningsih Bawahan Rp. 90.000,00
29 | Nadila Bawahan Rp. 90.000,00
30 | Angger Bawahan Rp. 90.000,00
31 | Nur anisa Bawahan Rp. 90.000,00
32 | Istigomah Bawahan Rp. 90.000,00
33 | Eny Bawahan Rp. 90.000,00
34 | Sella Bawahan Rp. 90.000,00
35 | Nisa Bawahan Rp. 90.000,00
36 | Sofi Bawahan Rp. 90.000,00
37 | Ayu Bawahan Rp. 90.000,00
38 |Ira Bawahan Rp. 90.000,00
39 | Resi Packing Rp. 75.000,00
40 | Hendra Packing Rp. 75.000,00
41 ITham Packing Rp. 75.000,00
42 | Fedrik Packing Rp. 75.000,00
43 | Bidin Packing Rp. 75.000,00
44 | Edy Packing Rp. 75.000,00
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45 | Agus Packing Rp. 75.000,00

46 | Makpor Salles Rp, 200.000,00

47 | Khoiri Salles Rp, 200.000,00

48 Tukin Salles Rp, 200.000,00

49 | Karji Salles Rp, 200.000,00

50 | Muji Salles Rp, 200.000,00
Tabel 3.9

D. Proses Perjanjian Kerja dan akad Tentang Pengupahan di UD Mega

QGrosir

1.

Sistem Rekrutmen Pegawai

Untuk perekrutan pegawai di UD Mega Grosir mempunyai hal yang
berbeda dengan UD-UD lain. Pemilik UD Mega Grosir akan merekrut
karyawan yang berlatar belakang anak yatim serta para janda selain itu
juga pihak UD Mega Grosir akan mengutamakan kepada masyarakat
sekitar apabila ada lowongan pekerjaan atau membutuhkan pegawai
baru. Persyaratan yang diajukan UD Mega Grosir tidak begitu sulit,
mereka hanya menomor satukan kepada orang yang memiliki semangat
tinggi untuk bekerja bagi pegawai atau karyawan yang akan
diterimanya.
Sistem Akad

Mekanisme Sistem Akad atau perjanjian kerja yang ada di UD
Mega Grosir tidak menggunakan sistemperjanjian tertulis atau hitam

diatas putih namun prakteknya menggunakan akad secara lisan.
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Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pemilik UD
Mega Grosir hanya menyebutkan dengan lisan, menyebutkan jenis
pekerjaannya, waktu bekerja, waktu penerimaan upah setiap
minggunya. Menyebutkan jumlah besarnya wupah yakni yang
disesuaikan dengan klasifikasi pekerjaan. Para pekerja dan karyawan di
UD Mega Grosir akan mendapatkan upah sebesar Rp.75.000-200.000
perharinya.
3. Waktu kerja

Karyawan yang bekerja di perusahaan UD. Mega Grosir melakukan
pekerjaannya selama 7 sampai dengan 8 jam kerja dalam sehari dan
bekerja selama 6 hari dalam seminggu dengan jatah libur setiap hari
minggu sekali. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, beliau
menyatakan bahwa karyawan yang bekerja bagian menjahit tas bekerja
mulai pukul 07.00 sedangkan karyawan yang bekerja bagian packing
bekerja pukul 08.00.°

4. Sistem Pengupahan di UD Mega Grosir

UD Mega Grosir merupakan sebuah usaha kecil menengah yang
memproduksi tas, perusahaan tersebut turut menyumbang dalam hal
perekonomian warga Desa Wunut Sidoarjo. Terbukti bahwa terdapat

warga Desa Wunut yang berprofesi sebagai pengrajin tas. Di masa

80 Mahfud,Wawancara, sidoarjo, 5 Desember 2020
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pandemi, terdapat sekitar 20 orang yang melakukan kerja pengrajin tas
di rumah, dan 50 orang lainnya bekerja di pabrik tersebut.

Pekerja yang berada dalam UD Mega Grosir merupakan pekerja
harian, di mana sistem pengupahannya menggunakan skema satuan
waktu, bisa dikatakan bahwa pekerja yang berada di UD Mega Grosir,
merupakan pekerja lepas. Namun ada yang menarik dalam sistem
pengupahannya, jika biasannya pekerja ataupun buruh soal upah akan
dibayarkan menurut harian atau bulanan, di UD Mega Grosir meski
upah pekerjanya menurut satuan waktu yakni harian, namun
pembayaran upah pekerja diberikan mingguan. Besaran upah yang di
dapatkan oleh pekerja UD Mega Grosir relatif, tergantung jenis
pekerjaanya, penulis merangkum upah pekerja UD Mega Grosir

berkisar antara Rp75.000-Rp200.000 per hari.®!

61 Mani’ah,Wawancara, sidoarjo, 5 Desember 2020



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis hukum islam terhadap sistem pengupahan yang ada di UD. Mega

Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Upah merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja
dalam sebuah perusahaan, juga menjadi hak yang harus dipenuhi oleh
pengusaha atau pemilik perusahaan, ketika ia sudah menjalankan
kewajibannya yakni bekerja pada perusahaan tersebut. Upah merupakan salah
satu faktor penentu seseorang dalam memilih pekerjaannya.

Upah merupakan salah satu hubungan simbiosis mutualisme antara
pengusaha dan buruh, dimana si pengusaha membutuhkan pekerja untuk
membantu mengatasi perusahaan serta berproduksi, maka buruh
membantunya dengan mengharapkan upah yang dijanjikan oleh pengusaha.
Dalam hukum positif pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi
terkait upah, seperti UU no 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015, hingga
penerbitan keputusan kepala Daerah Provinsi di setiap tahun untuk membahas
persoalan upah minimum Provinsi (UMP), maupun wupah minimum
Kabupaten/Kota (UMK).

Adapun hukum islam juga turut mengatur permasalahan ummatnya,
dalam hal mu’amalah khususnya terkait upah, bahkan islam mengangap serius
soal upah ini, sebab itu menyangkut hak pekerja seseorang yang harus

diberikan. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda:
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“Berikanlah upah kepada seorang pekerja, sebelum keringatnya kering” (HR.

ibnu Majah, Shahih)®?

1. Analisis menurut hukum islam

Upah berasal dari kata “Al-gjru’ yang berarti “A/-Iwadhu’ (ganti),
upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur /jdrah. Selain tiga
unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (Agid), barang yang menjadi
obyek akad (Ma’quid ‘Alaih), dan manfaat. Hal tersebut selaras dengan apa
yang dilakukan oleh perusahaan UD Mega Grosir yang melakukan skema
sistem upah, orang yang berakad (Agid) adalah pemilik perusahaan UD
Mega Grosir dengan pekerja, dan obyek akadnya adalah upah yang diterima
pekerja, serta manfaat yang diterima oleh perusahaan UD Mega Grosir
adalah produksi tas yang terus berjalan.

Beberapa ulama yaitu Syafi’l, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak
berselisih dalam definisi /jdrah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat
dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam
kontrak [Jjdrah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak

tenaganya (Ajir) oleh orang yang mengontrak tenaga (Mustajir). ljarah

62 Abd ibn Hamid ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissiy, Musnad Abd ibn Hamid, (Maktabah al-
Sunnah, Qahirah, 1408 H/1988), h. 345
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merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan
kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (A/-ujrah).%
Dalam hal ini sistem upah di perusahaan UD Mega Grosir, pemilik
perusahaan UD Mega Grosir menjadi musta jirsebagai penyedia jasa orang
yang mengontrakkan tenaganya, dan pekerja UD Mega Grosir menjadi Ajir
sebagai orang yang mengontrakkan tenaganya, serta upah pekerja di UD
Mega Grosir sebagai kompensasi/imbalan yang diterima pekerja UD Mega
Grosir sebagai ganti atas pengontrakkan tenaganya, disebut A/-Ujrah. Kata
upah merupakan kata yang memiliki awal kata “A/-ajru”’yang berarti ganti
dari upah atau imbalan, adanya upah termasuk dalam salah satu unsur /jarah
dimana terdapat tiga unsur dari /jarah yaitu agid atau orang yang memiliki
tekad, ma’qud alaih objek dari sebuah akad serta adanya manfaat. Upah
merupakan balasan dari pekerjaan yang telah dilakukan seseorang atas
jasanya.

Terdapat 2 macam golongan mengenai upah yaitu:
a. Upah Sepadan (Ajrun Mitsli )

Adalah upah yang diberikan sesuai dengan jasa atau kinerja yang
telah dilakukan harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu

transaksi yang pada umumnya.5*

83 Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalat Konteksual, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 182
% Nurul, Huda. Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 230
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b. Upah yang Telah Disebutkan (Ajrun Musamma)

Upah ini adalah upah yang telah ditentukan di awal kontrak yang
mana terdapat kesamaan pendapat antara kedua belah pihak untuk
menerima kontrak tersebut.®®

Jika melihat dari skema upah UD Mega Grosir, maka yang
dilakukan oleh pemilik perusahaan dan pekerja UD Mega Grosir, maka
mereka melakukan skema upah yang pertama, yakni skema upah yang
telah disebutkan (ajrun Musamma), yakni dengan menyepakati besaran
upah diawal pekerjaan.

Adapun Menurut Ulama’ Hanafiah, rukun /jdrah adalah ijab dan qobul
antara lain:dengan menggunakan kalimat A/-/jdrah, Al-isti’jar, Al-ikhtira’,
dan Al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama’, rukun /jdrah ada (4) empat,
yaitu:

a. Agqid(orang yang berakad).
Dalam UD Mega Grosir Agid adalah antara pemilik perusahaan

UD Mega Grosir dengan pekerja. Di mana pemilik perusahaan UD

Mega Grosir menjadi ajir sebagai penyedia jasa orang yang

mengontrakkan tenaganya, dan pekerja UD Mega Grosir menjadi

musta jir sebagai orang yang mengontrakkan tenaganya

b. Sighat akad.

% Nurul, Huda. Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 230
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Terdapat pernyataan (#jab Qabul) antara pengusaha UD
Mega Grosir dengan pekerjanya.
c. Ujrah (Upah).
Merupakan besaran imbalan yang diberikan oleh pemilik UD
Mega Grosir kepada pekerjanya sebagai ganti tenaganya, besaran upah
pada perusahaan UD Mega Grosir berkisar antara Rp50.000-
Rp200.000 per hari, sebab hal tersebut tergantung pekerjaan yang
dilakukannya.
d. Manfaat.®
Merupakan hal yang didapat oleh pemilik UD Mega Grosir,
dimana ia mendapatkan tenaga untuk membantu merampungkan
tugasnya dalam memproduksi tas, alhasil kewajibannya adalah
mengganti tenaga tersebut dengan upah.

2. Makna Keadilan dalam Pengupahan

a. Adil dapat bermakna jelas dan transparan
Artinya yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad
(perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu
pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya
klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum
pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan

diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya.

%6Rachmat, Safei. Figh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2001), hal. 125
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Sebelum pekerja UD Mega Grosir akan bekerja ataupun pelamar,
mereka akan dihadapkan dengan beberapa perjanjian, salah satunya adalah
perjanjian upah, di mana pemilik UD Mega Grosir, akan menjelaskan tentang
besaran upah yang akan didapat, serta mendapatkan pekerjaan jenis apa saja
kepada calon pekerja.

b. Di samping itu adil dapat bermakna proporsional

hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang
menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat
ringan pekerjanya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan
pengalaman.

Hal tersebut juga ada dalam UD Mega Grosir, yakni
proporsional. Hal tersebut ada dikarenakan besar kecilnya usaha, serta
jenis-jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja UD Mega Grosir.
Maka dari itu, terjadilah perbedaan gaji atau upah pekerja UD Mega
Grosir.

3. Makna Layak dalam Pengupahan

a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan,

Artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga
kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika dilihat dari besaran
upah pekerja di UD Mega Grosir dengan kisaran Rp50.000-Rp200.000
tentu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Layak bermakna sesuai pasaran
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Berkenaan dengan perjanjian upah antara pekerja dan majikan
maka sifat yang harus selalu dikedepankan adalah jujur dan adil dalam
segala hal yang mana dalam hal ini baik pekerja dan majikan harus sama-
sama menghormati hak dan kewajiban masing-masing dimana pekerja
memiliki hak atas upah yang disepakati dan memiliki kewajiban untuk
bekerja dengan baik dan benar sedangkan majikan memiliki hak atas
kerja yang baik dari pekerja dan memiliki kewajiban untuk membayar
upah yang sesuai. Keduanya tidak boleh dilanggar karena akan
menciderai kontrak yang telah dibuat.

Dalam prakteknya di UD Mega Grosir, besaran gaji Rp200.000
itu sudah termasuk kisaran yang layak, sebab jika dihitung dari
kebiasaan masyarakat, dengan melihat kisaran gaji minimum nasional
hingga daerah, dengan kata lain UMK, maka upah tersebut sudah
dianggap layak sesuai pasaran, jika UMK Sidoarjo mencapai
Rp4.193.581,85, maka pekerja di UD Mega Grosir yang mendapatkan
upah Rp200.000, akan mendapatkan Rp6.000.000 selama sebulan.

4. Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan
memenuhi syarat-syarat:

a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

Bahwa dalam skema pengupahan di UD Mega Grosir, terdapat
beberapa perjanjian, yang salah satunya adalah tentang akad /jdrah ini,
untuk dapat secara terbuka dan transparan, pengusaha akan secara

terang-terangan memberitahu pada calon pekerja akan upahnya nanti.
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Sehingga identifikasi kerelaan tersebut dapat tersampaikan secara
tersirat dengan masuknya calon pekerja tersebut kedalam perusahaan
UD Mega Grosir.

b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga

tidak muncul masalah dikemudian hari.

Manfaat yang menjadi akad tentu harus dijelaskan, seperti di
UD Mega Grosir merupakan perusahaan pengrajin tas, hingga manfaat
yang diperoleh pengusaha pemilik UD Mega Grosir dengan
membayarkan upah pada pekerjanya adalah, produksi tas, hingga
pendistribusian tas tersebut.

c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.

Sudah barang tentu, jika komoditi fashion seperti tas,
merupakan hal yang patut di perjual belikan, hingga hasil dan
keuntungannya jelas, dengan penjualan hasil produksi tas ke konsumen,
maka pekerja UD Mega Grosir dapat merasakan upahnya secara halal.

d. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak

diharamkan.

Di sini, upah jelas adalah bermaksud untuk terang dan
transparan, dalam UD Mega Grosir memang terdapat beberapa
pekerjaan seperti penjaga, penjahit, pemotong bahan, hingga

pendistribusian barang. Hal tersebut tentulah membuat besaran upah
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pekerja dapat berbeda-beda, dan hal tersebut di jelaskan oleh pemilik
perusahaan UD Mega Grosir, agar tidak ada kesalahpahaman.
Bernilai (Mutagawwim) di sini dapat di ukur dari dua aspek syar’i dan

urfi.

Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sudah merupakan kewajiban pengusaha memberikan besaran
upah yang sesuai kepada pekerja UD Mega Grosir, saat para pekerja
telah melakukan kewajibannya dengan bekerja penuh tenaga.
Sedangkan hak bagi pengusaha yakni merasakan manfaat yang di
dapatkan dari besaran usaha para pekerja yang telah membantu
berproduksi tas.

. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau
perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan

memberikan upah dibawah standar.

Hal tersebut memang terjadi, namun dalam UD Mega Grosir
pengusaha memang memberikan upah secara proporsional, dengan
melihat satuan waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja

UD Mega Grosir.
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B. Analisis peraturan gubernur jawa timur no. 568 tahun 2019 terhadap sistem
pengupahan yang ada di UD. Mega Grosir di Desa Wunut Kecamatan Porong

Kabupaten Sidoarjo.

Desa Wunut merupakan desa yang terletak 8 km dari pusat
pemerintahan Sidoarjo, yang memiliki 3 dusun, dengan masyarakatnya
kebanyakan berprofesi sebagai pegawai swasta, maupun buruh. Terdapat
salah satu penggerak ekonomi di Desa tersebut, yakni perusahaan tas UD
Mega Grosir, warga Desa Wunut Sidoarjo, bekerja di perusahaan tersebut.

Adanya perusahaan UD Mega Grosir, sedikit banyak mempengaruhi
iklim ekonomi Desa Wunut, sebab perusahaan tersebut merupakan lapangan
kerja yang sangat potensial. Pekerja yang bekerja pada UD Mega Grosir bisa
dikatakan sebagai pekerja lepas, di mana para pekerjannya tidak terikat
kontrak dengan perusahaan.

Upah yang diterima oleh pekerja termasuk upah satuan waktu, para
pekerja akan di berikan upah jika memang bekerja selama sehari, yang
artinya sistem pengupahan yang tidak berpatokan pada hasil produksi. Jika
biasanya pekerja ataupun buruh soal upah akan dibayarkan menurut harian
atau bulanan, di UD Mega Grosir meski upah pekerjanya menurut satuan
waktu yakni harian, namun pembayaran upah pekerja diberikan mingguan.
Besaran upah yang di dapatkan oleh pekerja UD Mega Grosir relatif,
tergantung jenis pekerjaanya, penulis merangkum upah pekerja UD Mega

Grosir berkisar antara Rp75.000-Rp200.00 per hari. Artinya disini para
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pekerja di UD Mega Grosir, akan menerima upahnya jika sudah bekerja
selama satu minggu meskipun penghitungan satuan upahnya menggunakan
harian. Jika seorang pekerja UD Mega Grosir perharinya mendapatkan
Rp200.000, maka dia akan menerima upah sebesar Rp1.200.000, dan selama
bekerja sebulan akan mendapatkan upah senilai Rp.5.200.000.
1. Isi Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 568 tahun 2019
a. Menentukan Upah minimum kabupaten/kota Jawa Timur dimana
upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo sebesar 4.193.581,85.
b. Bahwa UMK tersebut berlaku bagi pekerja yang memiliki masa
kerja kurang dari satu tahun
c. Pengusaha yang membayar upah lebih tinggi dari UMK tersebut
tidak diperkenankan mengurangi atau menurunkan upah
d. Larangan bagi pengusaha dalam memberikan upah lebih rendah
daripada UMK
e. jika pengusaha tidak memenuhi syarat UMK maka akan dikenakan
sanksi

f.  bagi perusahaan yang tidak mampu melaksnakan UMK.

Jika diulas lebih lanjut, sistem pengupahan yang terjadi di UD Mega
Grosir menggunakan satuan waktu serta jenis pekerjaan, sehingga besaran
upah yang didapatkan oleh para pekerja adalah Rp.75.000-Rp.200.000,
tergantung jenis pekerjaan, dan upah tersebut akan diserahkan setiap minggu

sesuai jumlah pekerja yang masuk pada waktu satu minggu.
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Di lain sisi upah minimum Kabupaten/Kota Sidoarjo, sesuai
keputusan Gubernur nomor 188 /568 /KPTS /013 /2019, tentang ketetapan
UMK jawa timur, menyebutkan nominal 4.193.581,85 per bulan. Yang
artinya jika pekerja UD Mega Grosir yang mendapatkan gaji perharinya
Rp75.000-Rp200.000 berarti telah mencukupi nominal UMK Sidoarjo yang
sebesar 4.193.581,85 per bulan, sebab jika dikalkulasikan, para pekerja yang
diupah perharinya Rp75.000-Rp200.000, maka perbulannya hanya
mendapatkan Rp1.950.000-Rp5.200.000.

Jika mengacu pada ketentuan keputusan Gubernur nomor 188 /568
/KPTS /013 /2019, harusnya itu dilarang, dan bisa-bisa pengusaha pemilik
UD Mega Grosir akan dikenakan hukuman oleh Negara, atau bisa saja
pemilik UD Mega Grosir mengajukan penangguhan upah kepada Gubernur.

Tetapi, lagi-lagi terkait besaran upah juga harus melihat kondisi
perusahaan dan kerelaan kedua belah pihak, dimana jika itu merupakan
perusahaan menengah dan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja
terdapat kerelaan, maka dengan besaran upah tersebut dapat

dipertimbangkan lagi.

2. Syarat Upah Adil

a. Sesuai dengan prestasi kerja,

Dalam mengukur kualitas kerja maka dilaksanakanlah
evaluasi pada setiap jabatannya. Jika melihat di UD Mega Grosir,

maka skema tersebut sama dengan pembagian jenis pekerjaan,
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dimana juga dengan perbedaan kisaran upah, tentu dipengaruhi oleh
perbedaan jenis pekerjaan, yang tentu dengan tanggung jawab yang

berbeda

b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan,

Dalam hal ini cukup dijabarkan pada hidup layak dalam
sebuah keluarga yang mana ukuran hidup layak tidak dapat
ditentukan secara spesifik karena setiap keluarga memiliki
kecukupannya yang berbeda-beda namun hal ini harus disesuai
dengan kebutuhan terkecil dalam sebuah keluarga terutama saat
harga bahan pokok tengah mengalami kenaikan.

Jika dilihat dari UMK, dalam UU no 13 tahun 2003
pemerintah sudah mengkalkulasikan kebutuhan hidup layak (KHL),
sebagai suatu substansi dalam merumuskan upah minimum, sebab
kebutuhan di setiap daerah pasti berbeda, dengan melihat UMK
tersebut maka bias menjadi indikasi upah paling minim disuatu
daerah.

Jika di UD Mega Grosir upah yang masuk dalam UMK yakni
pekerja yang berupah Rp75.000-Rp200.000 per hari, maka para
pekerja yang berada di bawah itu, juga di kalkulasikan dapat

memenuhi kebutuhan pokoknya.

c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan.
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Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah
tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan
memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di
bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.

Hal tersebut memang memandang keadilan, sehingga jika
perusahaan UD Mega Grosir menggaji pekerjanya dengan di bawah
UMK, namun nominalnya tidak sampai menyalahi pasaran dan

sangat proporsional.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dalam hal segi formil, sistem upah di UD Mega Grosir dalam pendapat
jumhur ulama’ sudah sesuai dari segi Agid(orang yang berakad), Sighat
akad, Ujrah (Upah), serta Manfaat. Yakni antara pemilik UD Mega
Grosir, dan pekerja yang melakukan akad, serta terdapat penyertaan
ucapan yang ditandai dengan penjelasan upah serta manfaat, dan
pemberian hak kepada pekerja UD Mega Grosir berupa upah, dan hak
pengusaha UD Mega Grosir sebagai pengambil manfaat dari tenaga

yang dicurahkan pekerja UD Mega Grosir.

Sistem pengupahan dalam UD Mega Grosir terdapat beberapa jenis
upah, tergantung jenis pekerjaannya, sehingga para pekerja yang diupah
Rp75.000-Rp200.000 bahwa telah memenuhi persyaratan dari UMK
Sidoarjo sebesar RP 4.193.581,85, sehingga pemilik UD Mega Grosir
sudah melaksanakan sistem pengupahaan yang sesuai dengan peraturan
gubernur jawa timur, disisi lain justru paling pokok terdapat pada
kerelaan dan penjelasan pembagian hak dan kewajiban masing-masing
pihak, yakni pengusaha dan buruh UD Mega Grosir, sehingga
pengupahan di UD Mega Grosir yang berada di bawah nominal UMK

Sidoarjo, masih terlihat layak dan proporsional, sebab penghitungan
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upah menggunakan satuan waktu dan jenis pekerjaan. Adapun kekuatan
perusahaan juga menjadi hitungan inti, sebagai penyedia upah, yang
artinya pengupahan meski dibawah UMK, jika kekuatan perusahaan
tidak mumpuni, dan masih layak atau bisa dikatakan pasaran, maka

upah tersebut masih layak diberikan pada pekerja UD Mega Grosir.

B. Kiritik dan saran

1.

Kritik

Harusnya, pengupahan dalam UD Mega Grosir dapat sesuai dengan
ketentuan keputusan Gubernur nomor 188 /568 /KPTS /013
/2019,dengan memberi upah karyawan minimal sesuai dengan UMK
Sidoarjo agar kesejahteraan pekerja dapat tercapai, bisa-bisa pemilik
UD Mega Grosir dapat terkena sanksi jika memang tidak mematuhi
regulasi. seharusnya dalam sistem pengupahannya UD Mega Grosir
membuat sistem pengupahan yang diatas upah minimum kabupaten
Sidoarjo

Saran

Dalam membina hubungan antara pengusaha dan karyawan diharapkan
kedua belah pihak memperhatikan aspek syariat dan maslahat,
termasuk dalam hal memberikan upah sesuai dengan standar upah
minimun yang telah ditetapkan, disamping itu antara para pihak juga
saling menjaga dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing

pihak. UD Mega Grosir dapat memberi pelatihan untuk para
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karyawannya, agar hasil total produksi dan kualitas barang semakin
naik, sehingga hasil penjualan dapat meningkat. Dan UD Mega Grosir
dapat memberikan upah yang Sesuai ketetapan UMK di Kabupaten

Sidoarjo.
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